
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1185, 2012 KEMENTRIAN KEHUTANAN. Hubungan Kerja. 
Penyelenggaraan Hutan. Instansi Kehutanan. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P. 43/Menhut-II/2012 
T E N T A N G 

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN PUSAT DAN 
DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN HUTAN 

KEMASYARAKATAN DAN HUTAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan 
harus menampung aspirasi dan peran serta dari 
berbagai pihak baik pemerintah maupun 
pemerintah daerah; 

b. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam 
pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung 
jawab penyelenggaraan hutan kemasyarakatan 
dan hutan desa di tingkat pusat dan daerah, 
maka dipandang perlu menetapkan tata 
hubungan kerja antara instansi kehutanan 
pusat dan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
membentuk Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang tata hubungan kerja antara instansi 
kehutanan pusat dan daerah dalam rangka 
penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dan 
hutan desa; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412) ; 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 
tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 
146, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2007 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
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2008 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4814); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet 
Indonesia Bersatu II jo Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011; 

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 
49/Menhut-II/2007 tentang Hutan Desa jo 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.14/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 164); 

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.37/Menhut-II/2008 tentang Hutan 
Kemasyarakatan jo Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
163);  

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 
40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) jo 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA 

HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI KEHUTANAN 
PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA 
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN 
DAN HUTAN DESA. 
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Pasal 1 
Tata hubungan kerja antara instansi kehutanan pusat dan daerah dalam 
rangka penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dan hutan desa adalah 
sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. 

Pasal 2 

Tata hubungan kerja antara instansi kehutanan pusat dan daerah dalam 
rangka penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dan hutan desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan wewenang, tugas dan 
fungsi satuan-satuan unit organisasi yang berkaitan. 

Pasal 3 
Khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua, pemberian izin hutan 
kemasyarakatan dan hutan desa diberikan oleh Gubernur sebagai Kepala 
Daerah Provinsi. 

Pasal 4 
Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah. 

Pasal 5 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

  
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 November 2012  
MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ZULKIFLI HASAN 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 November 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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